
WAL! KOTA BATAM 

PROVINS! KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WAL! KOTA BATAM, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Oaerah dan Pasal 104 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kata wajib 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan 

ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara telah disepakati 

Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 
10 Agustus 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024; 

Mengingat ... 



Mengingat 
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I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi, dan Kota Batarn (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 

Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang 
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 41), Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang ... 
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7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

I I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakiian Rayat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majeiis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6396); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

13. Undang-Undang ... 
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13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 105), Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6887); 

16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan ... 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang 
Pemberian lnsentif dan Kemudahan lnvestasi di 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6330); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6517); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6628); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6883); 

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63); 

29. Peraturan ... 
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29. Peraturan Presiden Nomor Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

30. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 151); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Si stem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
l l 14 ); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

36. Peraturan ... 
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36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 

2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

936); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1419); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 

2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan 

Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi 

Transaksi Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283); 

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

134/PMK.07 /2022 tentang Beianja Wajib Dalam 
Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 837); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 

2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630); 

41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 

2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam 

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 

2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam 

Nomor 37 Seri E); 

42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota 
Batam Tahun 202I Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Batam Nomor 121); 

43. Peraruran Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor l, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 123); 

44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 124); 

45. Peraturan ... 
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45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4) Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125); 

46. Peraturan Daerah Kata Batam Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kata Batam Tahun 2023 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kata batam 
Nomor 130); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM 

dan 

WAL! KOTA BATAM 

MEMUTUSKAN: 

vlenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kata Batam. 

2. Wali Kata adalah Wali Kata Batam. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah DPRD Kata Batam. 

4. Satuan Kerja Perangkat Dae rah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 
pemerintah daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah. 

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 

yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggaraa pemerintahan daerah 

untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan 

mensejah terakan masyarakat. 

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi scluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Urusan ... 
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7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan 

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua 
daerah. 

8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan 

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. 

9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk 

memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya 
disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan 
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan 

pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap 
warga negara secara minimal. 

11. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh 

satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja 
perangkat daerah pada satuan kerja perangkat 
daerah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola 

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 

ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada 

umumnya. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
Pera tu ran Dae rah. 

13. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih 

dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan berisi 

I (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 

satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 

17. Kegiatan ... 
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1 7. Kegiatan adalah bagian dari program yang 
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan 

kerja perangkat daerah sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 

daya baik berupa personil atau sumber daya 
manusia, barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, a tau kombinasi beberapa atau semua 

jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk 

menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam 

pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

19. Keluaran adalah barang a tau jasa yang dihasilkan 

oleh kegiatan yang dihasilkan untuk mendukung 

pencapaian sasaran dan tujuan program dan 

kebijakan. 

20. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam I (satu) 

program. 

21. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu 

program atau kegiatan keluaran yang diharapkan dari 

suatu kegiatan. 

Pasal 2 

APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 berjumlah 

Rp3.536.328.182.818,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh 

enam milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus 

delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas 

rupiah) terdiri alas pendapatan daerah, belanja daerah, 

dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah 

b. Belanja Daerah 

c. Pembiayaan Oaerah 

1 . Penerimaan 

Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran 
tahun berkenaan 

Rp3.44 1.328. 182.818,00 

Rp3.536.328.182.818,00 

Oefisit Rp (95.000.000.000,00) 

Rp95.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp95.000.000.000,00 

Rp 0,00 

Pasal 3 ... 
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Pasal 3 

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar 

Rp3.441.328.182.818,00 (tiga tri!iun empat ratus empat 
puluh satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta 
seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan 
belas rupiah), yang bersumber dari: 

a. pendapatan Asli Daerah; dan 

b. pendapatan Transfer. 

Pasal4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar 

Rp I. 712. 759.955.524,00 (satu triliun tujuh ratus 

dua belas milyar tujuh ratus lima puluh sembilanjuta 
sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua 
puluh empat rupiah), yang terdiri dari: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a direncanakan sebesar 
Rpl.383.589.947.986,00 (satu triliun tiga ratus 

delapan puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh 
sembilan juta sembilan ratus em pat puluh tujuh ribu 

sembilan ratus delapan puluh enam rupiah). 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rpl57.415.606.300,00 (seratus lima puluh tujuh 
milyar empat ratus lima belas juta enam ratus enam 
ribu tiga ratus rupiah). 

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rpl2.500.000.000,00 (dua 
belas milyar lima ratus juta rupiah). 

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d 

direncanakan sebesar Rpl59.254.401.238,00 (seratus 

lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh 

empatjuta empat ratus satu ribu dua ratus tiga puluh 
de la pan rupiah). 

Pasal 5 ... 
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Pasal 5 

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar 

Rpl.728.568.227.294,00 (satu triliun tujuh ratus dua 

puluh delapan milyar lima ratus enam puluh delapan 

juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus 

sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp 1.435.527.007 .000,00 (satu triliun em pat ratus tiga 

puluh lima milyar lima ratus dua puluh tujuh juta 

tujuh ribu rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp293.041.220.294,00 (dua ratus sembilan puluh tiga 

milyar empat puluh satu juta dua ratus dua puluh 

ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). 

Pasal 6 

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 

direncanakan sebesar Rp3.536.328.182.818,00 (tiga 
triliun lima ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus dua 

puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu 

delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; dan 

c. belanja tidak terduga. 

Pasal 7 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar 

Rp2.858.295.407.448,00 (dua triliun delapan ratus 

lima puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh 

lima juta empat ratus tujuh ribu empat ratus empat 

puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja hibah; dan 

d. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja ... 
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rpl.421.923.222.138,00 (satu triliun empat ratus 
dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga 
juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh 
delapan rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp 1.223.321.385.301,00 (satu triliun dua ratus dua 
puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga 
ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah). 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp212.382.809.208,00 
(dua ratus dua belas milyar tiga ratus delapan puluh 

dua juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus 

delapan rupiah). 

{5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf d direncanakan sebesar 

Rp667.990.801,00 (enam ratus enam puluh tujuh 
juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan 

ratus satu rupiah). 

Pasal8 

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar 

Rp635.032.775.370,00 (enam ratus tiga puluh lima 

milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh 
lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. belanja modal peralatan dan mesin; 

b. belanja modal bangunan dan gedung; 

c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 

d. belanja modal aset tetap lainnya. 

(2) Belanja modal peralatan dan rnesin sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) huruf a direncanakan sebesar 

Rp65.974.469.066,00 (enam puluh lima milyar 
sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus 

enam puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah). 

(3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp255.461.322.296,00 (dua ratus lima puluh lima 

milyar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus 

dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam 

rupiah). 

(4) Belanja ... 
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(4) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf c direncanakan sebesar 
Rp293.285.523.626,00 (dua ratus sembilan puluh 
tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima 

ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam 

rupiah). 

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp20.3 l l .460.382,00 (dua puluh milyar tiga ratus 

sebelas juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus 

delapan puluh dua rupiah). 

Pasal 9 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar 

Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga milyar rupiah), 
yang terdiri atas belanja tidak terduga. 

Pasal 10 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 

direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan 

puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas penerimaan 

pembiayaan. 

Pasal 11 

Anggaran penenmaan pembiayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 direncanakan sebesar 

Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah), 

yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun 

anggaran sebelumnya. 

Pasal 12 

( 1) Selisih an tara anggaran pendapatan daerah dengan 
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya 

defisit sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan 

puluh lima milyar rupiah). 

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih 

penenmaan pem biayaan terhadap pengeluaran 

pernbiayaan direncanakan sebesar 

Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar 

rupiah). 

Pasal 13 ... 
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Pasal 13 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan 
mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 
dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah rm, yang 
selanjutnya dimasukkan dalam APBD Tahun 

Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara 
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan 
kepala daerah ten tang Penjabaran Perubahan APBD, 
dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD 

selanjutnya disampaikan dalam laporan Realisasi 
Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) meliputi: 

a. bencana alam, bencana nonalam, bencana 
sosial dan/atau kejadian luar biasa; 

dan pencarian b. pelaksanaan operasi 

pertolongan; dan/ atau 

c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat 
mengganggu kegiatan pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) meliputi: 

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan 
dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan 

belanja yang bersifat wajib; 

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali 

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi 
sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/ atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila 
ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih 

besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau 

masyarakat. 

Pasal 14 ... 
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Pasal 14 

Rincian APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini terdiri dari: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Lampiran I 

Lampiran II 

Lampiran III 

Lampiran IV 

Lampiran V 

Lampiran VI 

Lam piran VII 

Lampiran VIII 

Lampiran IX 

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok dan Jenis 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Organisasi; 

Rincian APED Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 
Beserta lndikator dan Target 
Kinerjanya; 

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara; 

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan 

SPM; 

Sinkronisasi Program pada RPJMD 

Dengan APBD; 

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan 
APED; 

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional 

dan Prioritas Provinsi dengan Program 
Prioritas Kota; 

10. Lampiran X 

11. Lam piran XI 

12. Larnpiran XII 

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan 

dan Per Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan 

Investasi Daerah Lainnya; 

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan 

Pengurangan Aset 
A set Lain-Lain; 

Penambahan 

Tetap Daerah 

dan 

dan 

14. Lampiran ... 
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14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak 

(Multy Years); 

15. Lampiran XV 

16. Lampiran XVI 

Daftar Dana Cadangan; dan 

Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 15 

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 16 

Peraturan Daerah iru mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar ... 
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Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah mi dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam. 

Ditetapkan di Batam 

pada tanggal I") Desember 2023 

Diundangkan di Batam 

pada tanggal  Desember 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM 

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 7 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINS! 

KEPULAUAN RIAU: 7,46/2023 
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